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PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR 

NOMOR 03 TAHUN 2007 

TENTANG 

TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA 

DENGAN RAHMAT TtlHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI LAMPU~G TIMUR, 

Menimbang a.	 bahwa Perangkat Desa sebagai salah satu komponen pemerintah desa 
bertugas membantu Kepala Deca dalam melaksanakan tugas dan 
wewenangnya, sehingga keberaoaannva sangat diperlukan dalam 
penyelenggaraan pemerintahan desa; 

b.	 bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal '1.6 ayat (4) Peraturan Pemerintah 
Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, ketentuan lebih lanjut mengenai 
Pcrangkat Desa sclain Sckretaris Desa diatar dengan Peraturan Daerah; 

c.	 bahwa berdasarkan pertirnbangan pada huruf a dan b, perlu menetapkan 
Peraturan Dacrah tcntang Tata Cara Pengangkatan dan Pernberhentian 
Perangkat Desa 

, 
Mengingat I.	 Undallg-Undang Nornor 12 Tahun 1999 tentang Pernbentukan 

Kabupaien Dati 11 Way Kanan, Kabupaten Dati H Lampung Timur dan 
Kotamadya Dati II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
19()9 Nornor 46, Tarnbahan l.ernbaran Ncgara Nornor 3825): 

2.	 Undang-Undang Nomor I() Tahun 2004 tentang Perrbentukan Peraturan 
Pcruudang-undangan (Lcmbaran Ncgara Rcpublik lndoncsia Tahun 2004 
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389); 

3,	 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(lcrnharan Ncgara Tahun 2004 Nomor 125, Tarnbanan Lcmbaran 
Ncgara Nornor 4437) scbagaimana telah diubah dcngan Peraturan 
Pcmcrintah Pcngganti Undang-Undang Nornor J Tahun '2005 tentang 
1\~lId)"h,," 1\1:''-, I II H.!;\"F,-lIlldullt', Nunior 12. Tnhun 2\)()4 icntang 

1\;IIIClllllulHI11 I hlCiu 11 ( I .cmbarnn Ncgura I~ '-pulll ik Indoncsia Tahun 2005 
Nornor JH, 'tarnbahan lcrnbaran Ncgara Nomor 4493) yang telah 
dircrnpkun ,kllgan I Jnd'ing-Undilllg NOI1lOl' R Tuhun 2005 (Lcmbaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tarnbahan 
Lembaran Negara Nomor 4548); 

4,	 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan 
Lembaran Negara Nornor 4587); 

5,	 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 38 Tahun 2000 
tentang Kewenangan Daerah Kabupaten sebagai Daerah Otonom ; 

6,	 Peraturan Daerah Kabupaten Nomor . 39 Tahun 2000 tentang 
Pcmbentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat 
DPRD dan Pemerintah Kecamatan Kabupaten Lampung Timur . 
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Dengan Persetujuan Bersama
 

DEWAN I)EI~WAKILAN I~AKY AT DAERAII KABl1I)ATEN LAMPlJNG TIMUR
 

dan
 

BUPATI LAMPUNG TIMUR
 

MEMUTUSKAN:
 

Menetapkan	 PERATURANDAERAHTENTANGTATACARAPENGANGKAT~~ 

DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA. 

BABI 

KETK~TUAN UMUM 

Pasall 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 

1.	 Daerah adalah Kabupaten Lampung Timur. 

2.	 Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Timur. 

3.	 Bupati adalah Bupati Lampung Timur. 

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Timur. 

5.	 Kecamatan adalah Kecamatan di Kabupaten Lampung Timur. 

6.	 Desa adalah Desa di wi layah Kabupaten Lampung Timur. 

7.	 Perangkat Desa adalah unsur pembantu Kepala Desa yang bertugas membantu Kepala Desa 
dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. 

8.	 Dusun adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan 
pernerintahan desa. 

9.	 Camat adalah Kepala Kecamatan Kabupaten Lampung Timur. 

10. Kepala Desa adalah Kepala desa di Kabupaten Lampung Timur. 

I I. Pernerintah	 Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara
 
Pemerintahan Desa.
 

\2.	 Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan tlrusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan 
Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat 
setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang di akui dan dihormati dalarn 
\1\1<'111 l'elll("11I1,,11I111	 Nq,llll1 !«";:1I11H1l Hellllhlik Illdolw"in 

J 3. Badan Pcrrnusyawaratan Dcsa sclanjutnya disingkat BPD adaiah lembaga yang merupakan 
perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur 
penyelenggara pernerintahan desa. 

14. Kepala Dusun adalah perangkat desa yang berkedudukan sebagai unsur pelaksana tugas 
Kepala Desa dalam wilayah dusun. 



IS. Rukun Warga dan Rukun Tetangga yang sebagairnana disebut RW dan RT adalah organisasi 
kemasyarakatan yang diakui dan dibina oleh Pemerintah untuk memelihara dan melestarikan 
nilai - nilai kehidupan masyarakat fndonesia yang berdasarkan kegotongroyongan dan 
kekeluargaan serta untuk membantu meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas 
pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Desa. 

]6. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai 
dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan 
masyarakat. 

17. Anggaran Pendapatan dan Belanja desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana 
keuangan keuangan tahunan pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh 
pernerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan peraturan Desa. 

18. Peraturan Desa adalah peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala 
Desa. 

19. Pengangkatan Perangkat desa adalah proses pengangkatan Perangkat Desa selain Sekretaris 
Desa, mulai dari pencalonan, ujian, pengangkatan sampai dengan pelantikan Perangkat Desa, 

20. Panitia Pencalonan dan Pengangkatan perangkat desa yang selanjutnya disebut Palona adalah 
panitia yang dibentuk dengan keputusan Kepala Desa dengan persetujuan BP:::) untuk 
menyelenggarakan penealonan dan pengangkatan perangkat Desa. 

21. Tim Penguji Calon perangkai Desa yang selanjutnya disebut Tim Penguji adalah tim yang 
dibentuk oleh Palona untuk rnelaksanakan uj ian tertulis bagi Calon Perangkat Desa yang 
diadakan untuk menyaring Calon Perangkat Desa. 

BAB U 

TUGAS, HAK DAN KE'NAJIBAN PERANGKAT DESA 

Pasal2: 

Perangkat Desa bertugas membantu Kepala Desa sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing. 

Pasal J 

(1) Perangkat Desa mempunyai hak untuk : 

a. mendapat penghasilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 

b. mendapat tunjangan sesuai dengan kemampuan Desa; 

c. mendapat cuti. 

(2) Perangkat Desa mernpunyai kewajiban : 

a. mentaati disiplin kerja: 

b. menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan yang berlaku: 

e. mcnjaga norma dan ctika dalarn hubungan kcrja dengan BPO, Kepala Desa, antar 
perangkat desa, lembaga kernasyarakatan Desa dan masyarakat ~ 

d. mcrnbantu Kopala dcsa untuk rncningkatkan kcsejahteraan masyarakat, memelihara 
ketentraman dan ketertiban masyarakat ~ 

c. mcnyclcnggurakan atlnllnistn.lSI pcmcrtntahan Dcsa dengan baik : 

r mcningkatkun partislpllsi dun mcmbcrdayukun musyuraknt ~ 

I! 1lIl'lnli C:il ll ll ll : 111 III!,II'; .1('111'1111 ·;,,1'1111\ l'IIILII\'iI ·;,'''11 111,"III\I,'lIlc1I11 Ill',III\'11I11I1I I II II P. luu k 
Il:lllIJdllp 1111I,',ylll i1kiJl :,l:~11i11 dl:llgllll 11Idllll)~ 11Ii:!,11:,11YiJ 

." - _.:-:;,-,- ..~ ...-" ...., ,,-- .. --,-~' 



Pasal4 

Dulum mclukxnnukun Ill)l.IIS dun kcwujihnn xchupn irnnnn dirnnksud dnlnm Pnsnl 2 dnn Pr'inl 1 nynt 
U), I\.:rallgklll I ksn WUIII) bcrsrkup dUll hcrunduk udil dun tiduk diskrillli/lulil" scrtu llclllulunkan 
pelayanan kepada rnasyarakat dengan sebaik·- baiknya. . 

BAB HI
 

PENGANGKATAN
 

Bagian Kesatu
 

Sekretaris Desa
 

Pasal5
 

(1) Sekretaris	 Desa diisi dari Pegawai Negeri Sipil dan dia~gkat oleh Sekretaris Daerah atas 
nama Bupati. 

,,.-,	 (2) Perigangkatan Sekretaris Desa sebagaimana tersebut pada ayat (1) berpedoman pacta 
ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku. 

Bagian Kedua 

Perangkat Desa Lainnya 

Pasal6 

( 1) Perangkat Desa lainnya diangkat oleh Kepala Desa dari penduduk desa.. 

(2) Pengangkatan Perangkat	 Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui 
tahapan: 

a.	 pendaftaran; 

b. seleksi;
 

c pengangkatan.
 

(3) Dalam hal pelaksanaan pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
belum dapat dilaksanakan, maka Kepala Desa menunjuk salah satu Perangkat Desa yang ada 
untuk menjalankan tugas Perangkat Desa yang kosong sampai dengan diangkatnya Perangkat 
Desa dcfiniuf.. 

(4) Penunjukan Perangkat Desa menjadi Pelaksana Tugas (PIt) Perangkat Desa yang kosong 
sebagai dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa. 

BAR IV
 

PERSYARATAN
 

Pasnl7
 

(1) Yang dapat diangkat mcnjadi Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 
adalah penduduk desa WargaNegara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan, yaitu : 

a.	 bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 
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b.	 setia dan taat kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar 1945, 
Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pemerintah yang sah; 

c.	 tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukumaa paling 
singkat 5 (lima) tahun; 

d.	 penduduk desa setempat dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk; 

e. paling rendah telah berumur 20 (dua puJuh) pada saat mulai dibukanya pendsftaran dan 
paling tinggi 60 tahun pada saat pendaftaran di tutup; 

f. sehat jasrnani dan rohani; 

g. berpendidikan paling rendah lulusan SLTP atau sederajat; 

h. bukan pcgawai ncgcr: sipil atau TNl/Polri: 

I. khusus untuk jabatan Kopala Dusun, Caton Perarigkat Desa harus bertempat unggal di 
wilayah dusun setempat; 

J. melarnpirkan Surat Pengalaman Kerja bagi yang merniliki Pengalaman Kerja. 

~ BABV 

MEKANISME PENGANGKATAN 

Bagian Kesatu 

Pembentukan Palona 

(1) Untuk melaksanakan pengangkatan	 Perangkat Desa, Kepala Desa membentuk Palona yang 
ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa. 

(2) Jumlah anggota Palona sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan, 
terdiri dari unsur lembaga kemasyarakatan desa dan tokoh masyarakat. 

(3) Susunan Palona sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari Ketua, Sekretaris, 
~ Bendahara dan Seksi sesuai dengan kebutuhan. 

(4)	 Palona scbagaimana dimaksud pada ayat ( I) rnempunyai tugas : 

a.	 menyusun dan mengaj ukan rencana anggaran biaya pencaJonan dan pengangkatan 
Perangkat Desa; 

b.	 mengadakan sosialisasi kepada warga masyarakat ; 

c.	 mengumumkan kekosongan dan pcmbukaan pcndaftaran Pcrangkat Desa kepada warga 
masyarakat ; 

d.	 menerima dan meneliti kelengkapan administrasi bcrkas larnaran CaJon Perangkat Desa : 

e.	 mengumumkan Calon Perangkat desa yang memenuhi persyaratan dan berhak untuk 
rnengikuti ujian penyaringan CaJon Perangkat Desa; 

f.	 menetapkan jadual waktu dan ternpat pelaksanaan ujian penyaringan; 

g,	 membcntuk tim PCl1l',llji~ 

h.	 mcngusulkan Calon Pcrangkat DCSll yang bcrhak diangkat kcpada Kopala Desa 
berdasarkan hasil ujian yang diperoleh CaJon Perangkat Desa. 

(5) Palona bertanggungjawab dalarn pelaksanaan pencalonan Perangkat Desa kepada Kepala 
Desa, 

r·· 'J)onINW"r,\' and ,\'l'fling,,-', I/,\'er i\!I< I )ol'l/I!I,'nl.,.' /1/.::\ II ){,.:,"-,' J.J\ I JII I {1/'."1,'/),I I /.1.\11. I}/~',\ In/II. I.\,,/Y',!ofo cora !)(·ngngA-II/nS.'/)l'mhrlrnflll11 /Jr(lIlgkr 

rI:'5rr.!lO( {upfU{) 

http:rI:'5rr.!lO


Bagian Kcdua 

Pendaftaran Calon 

PlJIsal9 

(1)	 Pendaftaran Calon Perangkat Desa dilaksanakan oleh Palona melalui pengumuman 
pendaftaran bakal cajon. 

(2)	 Pengumuman pendaftaran Calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilaksanakan secara lisan melaui sosialisasi eli forum-forum warga masyarakat dan 
rnenempelkan pengurnuman tertulis di Balai Desa dan tempat-tempat lain yang strategis di 
wilayah desa. 

Pasal 10 

(1)	 Palona mengadakan pcnclitian administratif berkas lamaran calon perangkat desa sesuai 
dengan persyaratan yang telah ditentukan; 

(2)	 Penelitian administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara sebagai 
berikut: 

~ a. penelitian berkas lamaran I persyaratan Calon Perangkat Desa yang diterirna ; 

b.	 apabila berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Palona ternyata ada 
kekurangan/keragu-raguan ten tang persyaratan yang telah ditetapkan, maka berkas 
lamaran dikembalikan kepada Sakal Calon yang bersangkutan dan Bakal Calon yang 
bersangkutan dibcrikan kesempatan untuk melengkapi persyaratan tersebut dalam jangka 
wnk lu pilling lillllil 7 (111/1111) Iwri ~c'jlll, herbs lumnnu: di kernbulikan: 

c.	 pengembalian bctkas Jammu" scbagaimana dirnaksud pada huruf b disertai dengan 
catatan- catatan tentang kekurangan yang harus segera dilengkapi oleh Calon Perangkat 
Desa; 

d.	 apabila dalarn jangka waktu 7 (tujuh) hari, Calon Perangkat Desa yang bersangkutan tidak 
melengkapi I mcmbctulkan dan mengc:mbalikan kepada Palona, Calon Perangkat Desa 
yang bersangkutan dianggap mengundurkan diri dan dinyatakan gugur. 

e.	 calon Perangkat Desa yang telah memenuhi persyaratan administrasi ditetapkan menjaeli 
Calon Perangkat Desa yang berhak mengikuti ujian tertulis yang akan dilaksanakan. 

(3)	 Hasil penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita 
Acara yang ditandatangani oJeh Ketua dan Sekrctaris Palona, serta diumurnkan pada 
masyarakat. 

(4)	 Pengumuman sebagaimana dirnaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan cara rnenernpelkan 
pengumuman tertulis di Balai Desa dan atau tempat lain yang strategis diwilayah desa. 

Bagian Ketiga 

Pcla ksanaarr Seleksi 

Pasalll 

(1)	 Seleksi terhadap Calon Perangkat desa dilakukan melalui ujian tertulis. 

(2)	 Waktu, dan tempat ujian seleksi ditetapkan oleh Palona. 

P:asa112 

(l) Untuk melaksanakan ujian tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), Palona 
membentuk Tim Penguji yang ditetapkan dengan Kcputusan Palona. 



(2) Tim Penguji bersifat independen dengan susunan keanggotaan terdiri dan Ketua, Sekretans 
dan Anggota dengan jumlah ganjil, paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak 5 (lima) 
orang. 

(3)	 Anggota Tim Penguji dapat berasal dari penduduk desa setempat atau dari luar desa yang 
mernpunyai kompetensi di bidang akademis. 

(4) Anggota Tim Penguji harus bersikap j ujur, objektif dan netral. 

Pasal13 

(1) Tim penguji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 mempunyai tugas : 

a.	 menyiapkan, membuat dan menjamin objektivitas serta kerahasiaan soal ujian Perangkat 
Desa; 

b.	 melaksanakan dan mengawasi pelaksanaan ujian Calon Perangkat Desa; 

c.	 meneliti, memeriksa lembar jawaban dan menilai hasil yang sudah dikerjakan oleh Calon 
perangkat Desa; 

d. melakukan penilaian ujian tertulis Calon Perangkat Desa; 

(P e. menyampaikan hasil pcnilaian ujian Calon Pcrangkat Desa Kepada Palona. 

Pasal 14 

(1) Materi ujian calon Perangkat Desa meliputi : 

a.	 Pancasila: 

b.	 Undang-Undang dasar 1945; 

c.	 Bahasa Indonesia; 

d.	 Pengetahuan umum; 

e. Pengetahuan tentang Pcrnerintahan desa;
 

r Pcngctahuan yang tcrkait dcngan jahatan yang dilarnar
 

'I (.') .1111111,111 .',("Ii 11.llilll ·j(·llill!.'lllllilllll tlIIIJIII",llti 111111.1 II1II1 ,1111111111 ;I ',,111'11111 llvllf!,illl hur ul 

sebanyak-banyaknya 100 (seratus) soal/pcrtanyaan. 

Bagian Keempat 

Pcnilaian 

Pasal15 

(1)	 Hasil penilaian ujian calon perangkat desa dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani 
oleh ketua dan sekretaris Tim Penguji, selanjutnya disampaikan kepada Paiona, 

(2)	 Hasil penilaian ujian Calon Perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat final 
dan tidak dapat diganggu gugat. 

Pasal 16 

(1)	 Palona rnengadakan rapat membahas hasil penilaian ujian dan skoring pengalaman kerja 
Calon Perangkat Dcsa sebagairnana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) untuk menentukan 
C810n Perangkat Desa yang berhak diusulkan untuk diangkat dan ditetapkan sebagai 
Perangkat Desa. 

('. J)oCWIiUl/f,\ and Sellin,!!,s C.~·cr',j\!\J I)fJCllm"I1!S /1/'.:\/1)/~S lu I \rJ!\! JJJ..I?J.i. [ /rISiI /'/J I1U/ /, IS IY,Iala cora pengngkatll&p{'mhrltnfic1'I prang/" 

d'--','i(Ldoc. !:tpruj! 
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(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai scoring diatur dengan Peraturan Supan 

:' '\ Hasil ,aL'at r-alona sebagaimao(l dimaksud pacta avat ( 1') dituangkan dalam Berita Acara yang 

~:3-.r::~::;::,::"--:~e:l-,"" ..:..:.:=.L.-":'.:l..:: :_:,,-,-:-:'''~.-':':'~~,:' ~':J:,I..."'-::: 

~aglan Kelrma
 

Penetapan dan Pengangkatan
 

Pasal 17
 

(I) Palona rnenyampaikan hasil penilaian dan skoring semua calon Perangkat desa kepada 
Kepala Desa. 

(2) Kepala Desa memilih dan rnenetapkan calon Perangkat desa yang akan diangkat sebagai 
Perangkat Desa berdasarkan hasil penilaian dan skoring sebagaimana di maksud pada ayat (1) 
dengan Keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada Bupati melalui Camat. 

BAB VI 

PELA1~TIKAN 

Pasal18 

Sebelurn memangku jabatannya, Perangkat Desa rnengucapkan Sumpah/Janji dan dilantik oleh 
Kepala Desa di wilayah Desa yang Bersangkutan. 

Pasal 19 

Bunyi Surnpah/Janji Perangkat desa adalah; 

"Demi Allah (Tuhant.saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya 
selaku Perangkat Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya; bahwa 
saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagal dasar 
Negara ,. dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang 
Dasar 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus­
lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republlk Indonesia" 

BAB VII
 

MASA .JABATAN PERANGKAT DESA
 

Pasal26
 

(1) Masa jahatan Perangkat Desa adalah	 (1 (enarn) tahun dan dapat dipilih dan diangkat kembali 
uru ul, :111111 klill 11111.',/\ 1111)1111111 1)[,·"klllll',II. 

(2) Perangkat Dcsa yang tclah	 bcraklur masa jabatannya scbagairnana dirnaksud pada ayat (1) 
diberhentikan dari jabatannya sesua: ketentuan peraturan perun-iang-undangan yang berlaku.. 
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BAB VIII
 

LARANGAN BAGI PERANGKAT DESA
 

Pasal21 

Perangkat Desa dilarang : 

a.	 merangkap jabatan sebagai ketua dan atau anggota BPD dan Lembaga Kemasyarakatan di 
Desa; 

b.	 melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehorrnatan atau martabat Pemerintah Desa; 

C.	 menyalahgunakan wewenangnya; 

d.	 rnenghalang-halangi tugas kedinasan; 

e.	 membocorkan dan atau rnemanfaatkan rahasia negara dan atau pemerintah desa yang 
diketahui karena kedudukan jabatan untuk keuntungan pribadi, golongan dan atau pihak lain; 

f	 menyalahgunakan barang-barang, uang dan atau surat-surat berharga milik negara dan atau 
Pemerintah Desa; , 

g.	 melakukan kegiatan dengan atasan, ternan sejawat, bawahan atau orang di dalarn maupun di 
luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan dan atau pihak 
lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara, Daerah, Desa dan 
masyarakat; 

h.	 menerima hadiah dan atau sesuatu pemberian berupa apapun dan siapapun juga yang 
diketahui dan atau patut diduga bahwa pemberian itu berkaitan atau mungkin berkaitan 
dengan jabatan yang bersangkutan; 

1.	 melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun juga, dalam melaksanakan tugasnya 
untuk kepentingan pribadi, golongan dan atau pihak lain; 

J.	 rnelakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku 
dan atau norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat desa. 

~	 BABIX 

PEMBERHENTIAN DAN PEMBERHENTIAN SEMENTARA 

Bagian Kesatu 

Pem berhentian
 

Pasal22
 

(I)	 Perangkat Desa berhenti, karena : 

a.	 mcninggal duma; 

b.	 pcrmintaan sendiri; 

c.	 diherhenukan. 

(2) Perangkat desa diberhentikan sebagairnana ctimaksud pacta ayat (1) huruf c karena : 

a. berakhir masa jabatannya;
 

b tidak dapat mciaksanakan tugas secara herturur-turut sclarna 6 (enam) bulan atau "r'
 
.~' . 

berhalangan tetap: 
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c. uduk lugl mcmeuulu syulill SdlUglll !)erullgkut Dcsu, 

d. dinyatakan melanggar sumpahljanji jabatan; 
;.If" 

e. tidak meJaksanakan kewajiban Perangkat Desa; dan/atau 

f. melanggar larangan bagi Perangkat Desa. 

(3)	 Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan 
Keputusan Kepala Desa dengan persetujuan tertulis BPD dan rekomendasi camat. 

Bagian Kedua
 

Pemberhentian Sementara
 

Pasal23
 

(I) Perangkat Desa dapat diberhentikan semantara oleh Kepala Desa dari jabatannya karena : 
a. sebagai tersangka dalarn suatu tindak pidana kejahatan; 
b. rnelakukan pelanggaran disiplin kerja dan atau norma yang hidup dan berkembang dalam 

rnasyarakat desa. 

(2) Pemberhentian sementara Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk paling 
lama 1 (satu) tahun. 

(3)	 Pemberhentian sernentara Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (II ditetapkan 
deugan Keputusan Kepala Desa dengan persetujuan secara tertulis dan BPD dan atau hasil 
pemeriksaan aparat pengawasan fungsionaJ. 

Pa:sal24 

(I) Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud daiam Pasal 23 clapat 
diberhentikan atau dapat diangkat kembali scbagai Perangkat Dcsa oleh Kepala Desa dengan 
persetujuan tertulis dari BPD 

(2) Pengangkatan kembali Perangkat Desa sebagairnana dimaksud pada avat ,1 J ditetapkan 
dcngan pcrtirnbangan. bahwa sclarna mcnjalani rnasa pernbcrhentian sementara Peragkat 
Dcsa bcrsangkutun . 

II.	 t iduk rcrhukti file III kUIUIII (iudu k pldllll:il , 

b.	 rnenunjukkan niat baik untuk mcmperbaiki diri scsuai dengan norma-norrna yang berlaku 

dalam masyarakat; 

c.	 berkelakuan baik serta rnemenuhi kewajiban sebagai Perangkat Desa. 

JPasal25 

(I)	 ApabiJa sarnpai dengan bcrakhirnya pernberhentian sernentara Perangkat Desa masih dalam 
proses penyidikan dan / atau perneriksaan pengadilan, akibat adanya dugaan dan atau tuduhan 
rnelakukan suatu tindak pidana kejahatan sebagairnana dirnaksud dalam Pasal 23 ayat (1) 
huruf a, maka Kepala Desa dengan persetujuan tertulis BPD memperpanjang pemberhentian 
sementara Perangkat Desa yang bersangkutan dari jabatannya sampai dengan adanya 
keputusan Pengadilan yang mernpunyai kekuatan hukum tetap. 

(2) Apabila	 berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, 
ternyata Perangkal Desa tidak terbukti melakukan tindak pidana kejahatan sebagaimana 
dirnaksud pada ayat (1), Kepala Desa dengan persetujuan tertulis BPD mengangkat kembali 
Perangkat Desa dalarn jabatannya 

'I,'	 '''''''r' ;,.­



(3) Apabila berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan	 hukum tetap 
temyata Perangkat Desa terbukti melakukan tindak pidana kejahatan yang dituduhkan, 
Kepala Desa berdasarkan persetuj uan tertulis dari BPD dapat memberhentikan Perangkat 
Desa dari jabatannya. 

Pasal26 

(1) Apabila	 Perangkat Desa diberhentikan atau diberhentikan sementara dari jabatannya 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan Pasal 23, maka pekerjaan sehari-hari dilakukan 
Perangkat des a lain yang dipandang mampu yang diangkat sebagai Penjabat Perangkat Desa 
yang bersangkutan 

(.~)	 1\~llgltllgklllllll P(~ll"t1lill 1\~lillIg"lIl I kSIl';(~hllgltllllllllll dunukxud pudu uyut (I) ditetapkan 
dengan Keputusan Kepala Desa atas persetujuan tertulis dari BPO, 

(3)	 Kedudukan Keuangan Perangkat Desa yang diberhentikan atau diberhentikan sementara dari 
jabatannya dan Penjabat Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 
ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

BABX 

PENJABAT PERANGKAT DESA 

Pasal27 

(1)	 Pengangkatan Penjabat Perangkat Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dari unsur 
Perangkat Desa lainnya yang dipandang mampu. 

(2)	 Masa jabatan Penjabat Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai 
ditetapkannya Perangkat Desa definitif atau diangkatnya kembali Perangkat Desa yang 
diberhentikan sernentara. 

(3)	 Tugas dan fungsi Penjabat Perangkat Desa adalah sarna dengan tugas dan fungsi Perangkat 
Desa. 

BAB XI 

PENGA W ASA N 

Pasal 28 

(1)	 Pengawasan dan pcmbinaaan tcrhadap pclaksanaan pcngangkatan Perangkat Desa 
dilaksanakan oleh Camat. 

(2) Tugas camat sebagairnana dimaksud	 puda ayat (I) adalah mcngawasi, rncngcvaiuasi dan 
menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam dan/atau setelah pelaksanaan pengangkatan 
Perangkat Desa. 

HAB XII 

BIA Y A PI'~N(;A NGKATA N PI,;nA N(~KAT DFSA 

PHsal29 

(1) Palona mengajukan rencana biaya proses pengangkatan Perangkat Desa kepada Kepala desa. 



(2) KepaJa Desa bersama BPO rnenetapkan anggaran biaya pengangkatan Perangkat Desa. 

(3) Biaya pcngangkatan Perangkat Desa dibcbankan pada : 

a.	 APB Desa ~ 

b.	 Bantuan Pemerintah Daerah; 

c.	 Sumber dana lain yang tidak mengikat. 

BAB XIII 

SANKSI 

Pasal30 

Palona dan Tim Penguji Perangkat Desa, dan atau cal on Perangkat Oesa atau siapapun juga yang 
terbukti melanggar ketentuan dalam proses pengangkatan Perangkat Oesa untuk kepentingan 
salah satu Calon Perangkat Desa, pribadi atau golongan, dapat dikenakan sanksi sesuai dengan 

'Y"'. ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 

BAR XIV 

KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 31 

(1) Perangkat	 Desa yang ada pada saat ditetapkannya Peraturan Daerah ini, tetap menjalankan 
tugas sesuai dengan Keputusan Pengangkatannya sampai dengan berakhir masa jabatannya 

(2)	 Desa yang pada saat ditetapkannya Peraturan Oaerah ini terdapat kekosongan Perangkat 
Desa, paling lambat 6 (enam) bulan sejak ditetapkannya Peraturan Daerah ini harus sudah 
rnelaksanakan proses pengangkatan Perangkat Desa. 

BABXV 

KETENTlJAN PENUTUP 

Pasal 32 

Oengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Oaerah Kabupaten Lampung Timur 
Nomor 36 Tahun 2000 ten lang Tala Cara Pcncalonan, Pcmilihan dan atau Pengangkatan 
Perangkat Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal33 

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Oaerah 1111 sepanjang mengenai tekhnis 
peJaksanaannya diatur Jebih lanjut dengan Peraturan Bupati. 
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Pasal34 

Peraturan Daerah ini mulai bcrlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengctahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan 
penempatannya dalarri Lernbaran Daerah Kabupaten Larnpung Timur. 

Ditetapkan di Sukadana 
pada tanggal 23 Maret 2007 

BUPATI LAMPUNG TIMUR, 

ttd 

SATONO 

Diundangkan di Sukadana 
pada tanggal 23 Maret 2007 

SEKRETARIS DAERAI-L 

ttd 

I WAYAN SUTARJA 

LEMBARAN DAERAII KABUPATEi\ LAMPUNej TIMUR TAHUN 2007, :\ONIOR 03 

Autcntifikasi 
I( A I~A( i in K LJ M [)AN OR(JAN ISAS I 
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II 

PEN.JELASAN 

ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR 

NOMOR u3TAHUN 2007 

TENTANG 

TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT D]~SA 

I. PENJELASAN UMUM 

Didalam Undang-Undang Nornor 32 Tahun 2004 tentang Pernerintahan daerah 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nornor 3 
Tahun 2005 tentang Pernbahan Atas Undang-Undang Nornor 32 Tahun 2005 tentaug 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nornor 38, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang­
Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lernbaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 108, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548), pengaturan mengenai Desa 
mengalami perubahan yang cukup penting. Desa diatur dalam Pasal 200 sampai dengan Pasal 
216, yang kernudian dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 
ten tang Desa yang terdi ri atas 107 pasal, 

Pemerintahan Desa terdiri dan Pemerintah Desa dan BPD. Pemerintah Desa terdiri dari 
Kopala Desa dan Perangkat Desa. Perangkat Desa dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari adalah 
membantu pelaksanaan tugas Kepala Desa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa. 
Dengan demikian Perangkat Desa sebagai salah satu unsur dari Pemerintah Desa hams mampu 
bekerjasarna dengan Kepala Desa sehingga akan tercapai hasil yang optimal. 

Kemampuan Perangkat Desa sebagai salah satu bagian dari penyelenggara Pernerintahan 
Desa sangat tergantung pada kuaJitas Perangkat Desa itu sendiri, oleh karena itu sejalan dengan 
adanya otonomi Desa, maka per] u disiapkan pengaturan mengenai tata cara pengangkatan dan 
pernberhentian Perangkat Desa. Sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Pernerintah Nomor 
72 Tahun 2005 tentang Desa, maka Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nornor 16 Tahun 2002 
tentang Tata Cara Pemilihan dan Pcrnberhentian Perangkat Desa dipandang sudah tidak sesuai 
lagi dan segera diadakan penyesuaian dengan menerbitkan Peraturan Daerah barn. 
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PasaJ 1 Cukup jelas 

Pasal2 Cukup jelas 

Pasal3 Cukup jela~ 

Pasal4 Cukup jelas 

Pasal5 Cukup jelas 

Pasal 6 Cukup jelas 

Pasa17 Ayat(l) hurufa Cukupjelas 

hurufb Cukup jelas 

huruf c Cukup jelas 

huruf d Cukup jelas 

huruf e Cukup jelas 
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huruf f Cukup jelas 

huruf g Yang dirnaksud berijasah sederajat Sekolah Lanjutan 
Tingkat Pertama adalah Ijasah Paket B atau Ijasah 
Pcrsamaan SLTP yang dikeluarkan oleh Instansi 
berwenang 

huruf h Cukup jelas 

hurufi Cukup jelas 

hurufj Surat Keterangan Pengalarnan Kerja baik dari Pemerintah 
Desa maupun dari perusahaan swasta 

Pasal8 Cukup jelas 

Pasal9 Cukup jelas 

Fasal 10 Cukup jelas 

Pasal II Cukup jelas 

:-r..~ 
.. ·.h 

Pasal 12 Cukup jelas 

Pasal13 Ayat (1) Cukup jelas 

Ayat (2) Hasil Penilaian Ujian Tertulis diberikan bobot 80% dan 
skoring Pengalaman Kerja diberikan bobot 20% 

Ayat (3) Cukup jelas 

Pasal 14 Cukup jelas 

Pasal 15 Cukup jelas 

Pasal 16 Cukup jelas 

Pasal 17 Cukup jelas 

Pasal 18 Cukup jelas 

Pasal 19 Cukup jelas 

Pasal20 Cukup jelas 

Pasal21 Cukup jelas 

Pasal22 Cukup jelas 

Pasal23 Cukup jclas 

rasal24 Cukup jelas 

Pasal 25 Cukup jclas 

Pasa126 Cukup jclas 

Pasa127 Cukup jelas 

Pasal28 Cukup jeJas 

Pasal 29 Cukup jclas 

Pasal30 Cukup jelas 

Pasal 31 Cukup jelas 
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huruff Cukup jelas 

huruf g Yang dimaksud berijasah sederajat Sekolah Lanjutan 

Tingkat Pertama adalah Ijasah Paket B atau Ijasah 

persarnaan SLTP yang dikeluarkan oleh Instansi 

berwenang 

hurufh Cukup jelas 

huruf i Cukup jelas 

huruf j Surat Keterangan Pengalaman Kerja baik dari Pemerintah 

Desa maupun dari Perusahaan Swasta 

Pasal8 Cukup jelas 

Pasal9 Cukup jelas 

Pasal 10 Cukup jelas 

Pasal 11 Cukup jelas 

Pasal 12 Cukup jelas 

Pasal 13 Ayat(l) Cukup jelas 

Ayat (2) : Hasil Penilaian UjianTertulis diberikan bobot 80% dan 

skoring PengaJamanKerja diberikan bobot 20% 

Ayat (3) Cukup jclas 

Pasal 14 Cukup jelas 

Pasal 15 Cukup jelas 

Pasal 16 Cukup jelas 

Pasal 17 Cukup jelas 

Pasal 18 Cukup jclas 

Pasal 19 Cukupjclas 

;"­ Pasal20 Cukup jelas 

Pasal21 Cukup jelas 

Pasal22 Cukup jelas 

Pasal23 Cukup jelas 

Pasal24 Cukup jelas 

Pasal25 Cukup jeIas 

Pasal26 Cukup jelas 

Pasal27 Cukup jefas 

Pasal28 Cukup je/as 

Pasal29 Cukup jelas 

Pasal 30 Cukup jelas 

Pasal31 Cukup jelas 
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